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tentang pajak daerah dan restribusi daerah terdapat dua jenis pajak yaitu, pajak 

propinsi dan pajak kabupaten/kota, pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, 

pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan 

batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi 

bangunan dan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, 
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3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Objek pajak penerangan jalan diharapkan 

mempunyai potensi yang sangat besar dalam memenuhi target realisasi pendapatan 

asli daerah (PAD).  
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Latarbelakang 

Pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran 

rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik 

provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan 

pendapatan asli daerah (PAD). 

Pada pertengahan 1998 ada perubahan dalam tata kelola pemerintah. Melalui 

UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan 

dengan UU No.32 tahun 2004 dan telah dua kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 

12 tahun 2008 diatur mengenai pembagian kewenangan dan kewajiban anara 

Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan dikeluarkannya UU No. 12 tahun 

2008, Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih mandiri untuk mengurus daerahnya 

sendiri. Wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah menimbulkan 

tanggung jawab yang lebih besar pada Pemerintah Daerah dibandingkan pada era 

sebelumnya. 

Agar dapat menjalankan tangung jawabnya dalam membangun daerah, 

Pemerintah Daerah harus memahami keragaman fungsi – fungsi yang dibebankan 

kepada mereka. Menurut Davey (1988:21) dalam era otonomi daerah, Pemerintah 

Daerah mempunyai lima fungsi. Pertama, penyediaan pelayanan yang berorientasi 

lingkungan dan kemasyarakatan. Penyediaan pelayanan tersebut meliputi penyediaan 

jalan-jalan daerah, penerangan jalan, pembuangan sampah, salurn air limbah, 

pencegahan banjir, tempat rekreasi dan sebagainya. Kedua, fungsi pengaturan yakni 

perumusan dan penegakan peraturan-peraturan daerah sperti tata guna lahan dan 

bangunan, hiburan, perdagangan minuman keras dan sebagainya. Ketiga, fungsi 

pembangunan misalnya mendorong investasi di daerah guna meningkatkan 

pendapatan daerah. Keempat, fungsi perwakilan yaitu menyampaikan aspirasi-

aspirasi daerah diluar budang tanggung jawab eksekutif. Kelima, fungsi koordinasi 

dan perencanaan misalnya pengkoordinasian dan perencanaan pada investasi dan tata 

guna lahan. 

Guna melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah daerah perlu didukung 

dengan kemampuan keuangan daerah yang baik. Keuangan daerah merupakan salah 

satu elemen dasar yang penting dalam pemerintahan daerah. Otonomi daerah selain 

memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan, juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur 

keuangan daerahnya melalui desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal di Indonesia 
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secara khusus diatur  dalam UU No.33 tahun 2004 tentang Perimabangan Keuangan 

Antara pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Bahl dalam Mardiasmo (2009) konsep 

desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini adalah money follows function yang 

mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah 

z(expenditure assignment) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah 

dalam hal penerimaan atau pendanaan (revenue assignment). Sejalan dengan hal 

tersebut, kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk 

pemberian transfer kepada daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus 

dan penyesuaian, serta dalam bentuk instrumen peningkatan potensi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Salah satu instrumen yang dapat diupayakan untuk meningkatkan 

PAD yaitu melalui penguatan kemampuan pemungutan pajak daerah. 

Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dlam Undang-Undang Nomor 

34 tahun 2000 yang deperbaharui melalui Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. 

Menurut Undang-Undang tersebut, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak 

daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak 

daerah yang termasuk pejak provinsi antara lain: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; 

e. Pajak Rokok. 

Pajak daerah yang digolongan sebagai pajak kabupaten/kota yaitu; 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e.  Pajak Penerangan Jalan; 

f.   Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu;
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g.    Pajak Parkir; 

h.   Pajak Air Tanah; 

i.     Pajak Sarang Burung Walet; 

j.     Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

dan 

k.    Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

 Pajak bagi Pemerintah Daerah mempunyai fungsi sebagai sumber pendapatan 

(budgetary function) dan alat pengatur (regulatory function). Pajak sebagai sumber 

pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran 

Pemerintah Daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti 

penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penyediaan 

barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat 

pengatur, pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah daerah dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pajak 

memegang peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pemerintah Daerah 

diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah, pemungutan pajak daerah 

disuatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan 

untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah pajak 

penerangan jalan non PLN  
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (P-APBD) 

Tahun Anggaran 2014 Sampai 31 Desember 2014  

Pajak penerangan jalan (PPJ) Target P-APBD Realisasi penerimaan 

Pajak penerangan jalan PT. PLN 40.000.000.000 44.655.405.059 

Pajak penerangan jalan Non. PLN 500.000.000 195.078.185 

 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015 
 

Dari data tersebut dapat dilihat jumlah realisasi dari pajak daerah pajak 

penerangan jalan PLN sudah melampaui target APBD dan sebaliknya pajak 

penerangan jalan Non PLN masih belum melampaui target dari APBD tersebut. yang 

di peroleh oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. pajak penerangan jalan 

Non PLN menyumbang pemasukan hanya 39,02% dibandingkan dengan pajak 

penerangan jalan PT. PLN yang bisa melampaui target sampai 111,64% pada 

Pedapatan Asli Daerah (PAD). Maka dapat di simpulkan pajak penerangan jalan Non 

PLN merupakan pajak yang masih belum produktif untuk menambah Pedapatan Asli 

Daerah (PAD). 

Usaha Pemerintahan Kabupaten Jember untuk pengoptimalan pajak 

penerangan jalan Non PLN  yaitu tak lepas dari penyuluhan dan pelayanan yang baik 

kepada wajib pajak. Usaha untuk mengoptimalkan pajak PPJ Non PLN dinas 

pendapatan daerah kabupaten Jember melakukan penyuluhan pada wajib pajak yang 

memiliki tenaga listrik non PLN. Selain itu untuk meningkatkan kewajiban wajib 

pajak dalam membayar pajak, dinas pendapatan daerah kabupaten jember 

menggunakan sistem verifikasi lapangan dengan mencocokan data dalam SPTPD-PPJ 

dengan keadaan di lapangan guna untuk mengontrol ketaatan wajib pajak dalam 

pembayaran pajak yang terutang.  

Pada peraturan bupati nomor 2 tahun 2016 pasal 10 ayat 2 wajib pajak yang 

menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib mendaftarkan penggunaan 

listrik paling lama 15 hari kepada dinas pendapatan atau melalui UPT pendapatan 
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setempat, pasal 7 ayat 1 jam nyala sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf 

b adalah pemakaian energi listrik dalam satuan kWh yang berdasarkan pada jumlah 

jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan. 

 Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik dengan pembahasan pajak 

daerah pajak penerangan jalan Non PLN yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember, tempat penulis melakukan Praktek Kerja Nyata dan di 

tempatkan pada bidang pelayanan. Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil 

pajak penerangan jalan Non PLN sebagai laporan tugas akhir dengan judul 

“Prosedur Penerbitan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan 

Jalan Non PLN Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis membatasi 

pembahasan agar tidak melebar dan dapat difokuskan pada suatu pokok bahasan, 

dalam lingkup Pajak penerangan jalan Non PLN yang dikelola oleh Dinas 

Pendapatan Derah Kabupaten Jember, maka rumusan masalahnya yaitu: bagaimana 

Prosedur Penerbitan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan 

Non PLN Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember? 

 
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata  

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata  

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember secara umum bertujuan untuk:  

a. Mengetahui dan memahami secara langsung Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan 

Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember; 

b. Memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan Penerbitan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 
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1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata  

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember secara umum bermanfaat untuk: 

a. Menambah pengetahuan yang lebih jelas mengenai prosedur Penerbitan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

b. Sebagai sarana latihan kerja serta menerapkan Ilmu yang diberikan pada saat 

praktik kerja nyata, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah tentang PPJ Non PLN; 

c. Menambah wawasan, pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan serta 

kemampuan yang berkaitan dengan Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember;. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  
 
 
 

2.1 Dasar-Dasar Perpajakan 

2.1.1 Definisi Pajak  

Definisi perpajakan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH  “pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2011:1).  

Ada pula para ahli yang mendefinikan pajak yang melihat dari sudut pandang 

fungsi budgeter dari pajak. Prof. Dr. P. J. A. Andriani mengemukakan pajak adalah 

iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, 

yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2008:2). 

  Dari definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri khas 

yang selalu melekat pada pengertian pajak sebagai berikut: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara; 

Yang berhak memungut pajak adalah negara baik pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah kepada rakyatnya yang berupa uang (bukan barang).  

b. Berdasarkan peraturan; 

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.  

c. Tanpa jasa timbal balik atau prestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk; 

d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum 

Yakni pajak digunakan untuk kepentingan negara guna memakmurkan 

masyarakatnya dalam penyelenggarakan pemerintahan. 

7 
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Jadi, diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara 

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang tanpa jasa timbal balik 

secara langsung untuk kepentingan bersama.  

 

2.1.2 Fungsi Pajak  

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 

karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan digunakan untuk 

membiayai semua pengeluaran negara, salah satunya untuk pembangunan. 

Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai dua fungsi (Waluyo, 2008:6) yaitu: 

a. Fungsi anggaran (budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-

pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN 

sebagai penerimaan dalam negeri. 

b. Fungsi mengatur (regulerend)  

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial dan ekonomi.sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi 

terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pada barang mewah.  

 

2.1.3 Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:5) dalam bukunya pembagian pajak dibagi 

berdasarkan golongan, sifat, dan pemungutan, adalah sebagai berikut: 

a. Menurut golongan 

1. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebannya tidak dapat dilimpahkan 

pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang 

bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan 

2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai 
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b. Menurut sifat 

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan  

2. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. 

c. Menurut pemungut dan pengelolanya 

1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah, dan bea materai. 

2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  

Pajak daerah terdiri atas: 

a) Pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor 

b) Pajak kabupaten atau kota, contoh: pajak reklame, pajak hiburan 

 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dapat di bagi menjadi tiga (Waluyo, 2008:17) yaitu 

sebagai berikut: 

a. Official assesment system 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.  

Ciri Official assesment system adalah sebagai berikut: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus. 

2) Wajib pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
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b. Self assesment system 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, 

tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 

c. Withholding system 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. 

 

2.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 perubahan Undang-

Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daeran dan Pajak Retribusi dan 

perubahan terakhir Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak 

daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

2.2.2 Jenis Pajak Daerah 

Jenis Pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang PDRD. 

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Air Permukaan; dan 

5) Pajak Rokok. 

b. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas: 

1) Pajak Hotel; 
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2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Parkir; 

8) Pajak Air Tanah; 

9) Pajak Sarang Burung Walet; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

2.2.3 Pengertian Retribusi Daerah  

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

Badan (Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009); 

 

2.3 Pajak Penerangan Jalan NON PLN  (PPJ NON PLN) 

2.3.1 Pengertian Pajak Penerangan Jalan NON PLN (PPJ NON PLN) 

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 28, 

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 

dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.  

 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan NON PLN (PPJ NON PLN) 

a. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 
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c. Peraturan Bupati Jember Nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara pengenaan pajak 

penerangan jalan (PPJ) dan penetapan harga satuan tenaga listrik atas penggunaan 

tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. 

  

 

2.3.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan NON PLN (PPJ NON PLN) 

Menurut peraturan bupati nomor 2 tahun 2016 nama, objek pajak, subjek 

pajak dan wajib pajak  

- Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, yang dihasilkan sendiri (non, 

PLN); 

- Subjek PPJ adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan 

listrik; 

- Wajib PPJ adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga 

listrik. 

2.3.4 Dikecualikan dari objek PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah : 

- Penggunaan tenaga listrik oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten; 

- Penggunaan tenaga listrik pada tempat – tempat yang digunakan oleh 

kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik; 

- Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak 

memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas terpasang 

dibawah 35 (tiga puluh lima) KVA; dan 

- Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat 

ibadah, lembaga sosial yang semata – mata tidak mencari keuntungan. 

2.3.5 Dasar pengenaan, Tarif Dan cara Perhitungan Pajak 

 - Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL); 

 - Tarif PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 

 (Non PLN) ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen); 
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- Pajak terutang PPJ dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut: 

PPJ = 1,5 % x NJTL 

- Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan 

penerangan jalan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten. 

 

 

2.4 Pengertian Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

2.4.1 Pengertian prosedur  

Menurut Kamus Pelajaran, prosedur adalah tahap kegiatan untuk 

menyelesaikan suatu kegiatan (2003:523). Jadi Prosedur adalah serangkaian  tugas-

tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan dan proses, yang 

dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang 

diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya 

mengakibatkan sebuah perubahan.  
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BAB 3. GAMBARAN UMUM DIPENDA 
 
 
 

3.1 Latarbelakang Sejarah dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember  

3.1.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah 

pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada 

dibawah naungan secretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. 

Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan secretariat 

itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa 

dikatakan terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan-

kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Derektorat Dinas Pendapatan 

Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar, 

kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar dengan 

kekuatan menampung karyawan sebanyak kurang lebih 300 orang.  

 Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam 

Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) 

yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dinas Pendapatan Daerah 

berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan 

yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala 

Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung 

jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah. 

 

3.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember 

1. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

18 
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a. Dinas Kabupaten Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah 

Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah. 

b. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalan 

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

c. Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis 

administrasi dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah. 

2. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah 

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah kabupaten 

dalam merumuskan kebijakan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagi 

Hasil Pajak / Bukan Pajak, dan menyelenggarakan pemungutan Pendapatan Asli 

Daerah, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan, 

pengkajian teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan 

monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain 

yang diberikan oleh Bupati. 

3. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Dalam menyelengggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; 

b. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah; 

c. Pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah; 

d. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

e. Penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan  pemungutan  Pendapatan Asli 

Daerah (PAD); 

f. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah; 

g. Pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah; 
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h. Evaluasi, monitoring dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah; 

dan; 

i. Pemberian dukungan teknis dan administrasi dibidang Pendapatan Asli 

Daerah 

 

3.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Visi yaitu pernyataan tentang gambaran situasi dan karakteristik yang ingin 

digapai oleh suatu organisasi atau lembaga pada suatu waktu yang jauh kedepan. 

Dinas Pendapatan memiliki suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 

5 tahun kedepan tentang struktur dan gambaran serta keadaan yang akan dicapai dan 

diwujudkan.  

Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah “Menjadikan Dinas Pendapatan 

Kabupaten Jember Sebagai Organisasi Yang Efisien Dan Efektif Dalam Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Dengan Dukungan Aktif Masyarakat”. 

 

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka 

ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember yaitu : 

a. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah. 

b. Menciptakan sistem dab prosedur administrasi perpajakan yang tertib. 

c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah. 

d. Menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah 

dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya. 

 

3.2.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

a. Melaksanakan sosisalisasi tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah baik secara 

langsung maupun tidak langsung; 
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b. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan  

Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

c. Melaksanakan pemutakhiran database Objek / SubjekPajak Daerah; 

d. Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah; 

e. Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah; 

f. Melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah / Retribusi Daerah; 

g. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah; 

h. Menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan / bimbingan teknis 

tentang Perpajakan Daerah; 

i. Melaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah 

secara on-line; 

j. Melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat 

(polling); 

k. Melaksanakan penyusunan dan / mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah / 

Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

 

3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 

serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional 

untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan 

kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan 

aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan 

hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa.  

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah 

(DIPENDA) Kebupaten Jember adalah   
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3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember 

3.4.1 Kepala Dinas 

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekertaris Kabupaten. 

 

3.4.2 Sekretariat 

Bertugas melaksanakan koordinasi surat menyurat,kepegawaian, keuangan, 

rumah tangga, perlengkapan, protocol, pengelolaan benda berharga,hubungan 

masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program, 

pelaporan dan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Sekretariat terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Penyusunan  Program; dan 

3. Sub Bagian Keuangan. 

 

3.4.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Bertugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan, dan pelaporan 

penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian,serta tugas lain 

yang diberikan oleg sekertaris. 

 

3.4.4 Sub Bagian Perencanaan dan Program 

Bertugas melaksanakanpenyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, 

laporan,dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

 

3.4.5 Sub Bagian Keuangan 

Bertugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan 

oleh sekretaris. 
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3.4.6 Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1) 

Bertugas melaksanakan  pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak 

Daerah / Retribusi Daerah, pengolahan data  serta penyajian informasi Pajak Daerah / 

Retribusi Daerah serta pelayanan penyuluhan tentang Pajak Daerah  / Retribusi 

Daerah,  dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
 

3.4.7 Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2) 

Bertugas melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan Pajak Daerah / 

Retribusi Daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan  atau lapangan atas 

materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  dan tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Dinas 

 

3.4.8 Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3) 

Bertugas melaksanakan  urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian 

keberatan atas penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

3.4.9 Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Bidang 4) 

Bertugas melaksanakan urusan dibidang pembukuan dan pengndalian 

operasional, yang meliputi pembinaan tehnis pemungutan, pelaksanaan pembukuan 

dan pelaporan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak 

/ Bukan Pajak, dan  Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta benda berharga, dan 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

3.4.10 Bidang Operasional 

Bidang opersional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional 

penagihan, menghimpun, mengkoordinasi hasil pajak dan tugas lain yang diberikan 

oleh kepala dinas. 
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3.4.11 Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

teknis kepala dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok ini terdiri dari 

sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 

kelompok sesuai dengan keahliannya, setiap kelompok dipimpin oleh tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas. Untuk jumlah jabatannya 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, dan untuk jenis serta jenjang 

jabatan fungsional di atur sesuai peraturan perundang-undangan. 

  

3.4.12 Unit Pelaksana Teknis 

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas 

dalam urusan rumah tangga di dinas pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 

kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan 

kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh 

kepala dinas. 
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BAB 5 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil Prakter Kerja Nyata (PKN) yang dijalanin oleh penulis di 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, telah dijalankan sesuai dengan 
prosedur yang berlaku di Dinas Pendapatan Daerah Jember dan sesuai dengan 
Perundang-undang yang berlaku saat ini. Maka kesimpulan ini dapat dinyatakan 
adanya Perkembangan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Jember bahwa: 

1) Realisasi pajak Penerangan Jalan Non PLN selama kurun waktu 2014 tidak 

berjalan dengan baik karena tidak sesuai target, hal ini bisa membuktikan bahwa 

Pajak Penerangan Jalan Non PLN Kabupaten Jember tidak begitu berkontribusi 

karena hanya menyumbangkan 39,02%. 

2)  Pembayaran pajak Penerangan Jalan Non PLN pada dinas pendapatan daerah 

kabupaten jember menggunakan Official Assessment System, yaitu pehitungan 

pajak terutang dilakukan oleh fiskus dalam hal ini adalah dinas pendapatan daerah 

Kabupaten Jember. 
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5.2 Saran 
 Berdasarkan apa yang telah dilakukannya pengamat oleh penulis selama 
melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah kabupaten 
Jember. Selaku penulis akan memberikan saran yang terbaik kepada Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berikut: 
1. Untuk pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus lebih tegas dan 

bijaksana lagi untuk melakukan penagihan pajak Penerangan Jalan Non PLN 

oleh Wajib pajak untuk menghindari kerugian atau tunggakan yang 

menyebabkan dapat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2. Memberi sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak taat dalam 

membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai 

wajib pajak dalam membayar pajak. 

3. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bisa memberikan terobosan yang 

lebih baik lagi untuk Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan bisa mengantisipasi 

terjadinya kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 
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1. Daftar target dan realisasi tahun 2014 
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2. Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


43 
 

 

3. SPTPD – PPJ 
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4. SKPD – PPJ 
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5. Persetujuan Tempat Magang 
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6. Permohonan Tempat Magang 
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7. Surat Tugas Pembimbing 
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8. Surat Tugas Magang 
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